'barampulawengﬁge pamf ng ferfa-
_!.4 maegae sapponaa w:zrmae renaz‘-
] ailma gcm bawang, ; ’da!’ka;ennaz
10 madﬁadongrage na ma!empu, artabufz‘u
Ferial o mawatmgnge namaoceko, narel-
ko riselluriwi natenre ki, rz:z;ulekkasw:
‘natongkangngl’.

Japa natareppa. kere'na nonvepi apz ade’
Tl et ;ulek}caengngz j ]

Ada pzm r’mkum (pzdana) Aeemasayo i
penglumpzman orang Dbanyak (fagar) tidak
ceryi berai, pagar negard (supaycz} tak dima-
suki foleh) omng berbunt. ;aimr, “ftempat)
perfmdungan orang lemah’ yang jujur, (term-
pat) rerbem‘umya oreng kual yang curang,
fikelau disermuduki dinimpitnya kita (da) bi-
Iamana -dilanghkahi ditendangaye ke  atas
feita.

Bamfah wzbawa:zya terase fikalau a’ama&aﬂ
oleh apz adat m—aﬂg ymg melanggamya. o

(dzkurzp dan diterjemahkan deri aferan La
Tivingeng To Taba’ peda abad XV-XVI
yang. tercantum i dalam; Lontara' Sukku’
Ha Wajo) ;

1. PERBUATAN PIDANA DAN, PER-
TANGGUNGYAWABAN PIDANA

Berbicara tentang pertangzungjawaban
pidana, “maka ‘baik mereka yang menganut
pandangan monistis, manpun vang menga-
nut ' pandangan . dualistis “terhadap delik,
sama berpendapai,”bahwa untuk penjatub-
an pidana adalah conditio sine qua non ter-
buktinya perbuatan akiif aten passif vang
dilarang atau dipesiniahkan oleh perundang
undangan pidana serta pertanggungiawaban
pidana. Kalau dahula kala orang bn:pega.ng
pada adagmm Actus non fack reum msa

=) prszsamna_ pada Simposium Hyukum Pi-
dang Elonomi vonr diteleneearaivan aleh

: '-"_---PERMNGGUNGJAWABAN TERHADAP
“DELIK-DELIK EKONOMI *)

. o oieh .
me. Br. A Zninat Abndm F., SH

“kan strict lability, di mana tidak diperin-

mens sit rea yang-mennsyamﬁ;éaa' '
rence ‘of a wrongful act” dan ’a wrongfu
intent” (Clark & Marshall, 1952 232
maka ~oleh karena perkembaszga.n masyam
kat tidak saja diperlukan, adanya dalu
kescngcgaan, tetapi juga cnlpa faiz (kealp :
dan kelalajan). Bahkan, terhadap, de?
lik tertentu yang merupakan nala prol
di negara-negara Anglo Saxon:dan A
Serikat, dikenal. konsepsx.apa_y

mensyaratkannya Cont{)h miah Dazsg
Drugs Act 1965 i Ausisalia (L.B
1973 : 28-29) yang mengandun
“absolute™ yang tidak memerinkan
riksaan dan pembulc.t!an tentaﬁg Mens
(sikap bathin pembuat) ]

Alasan tersebui di atas 'adaiah seba

kut :

1. adalsh essensial umuk menjam!
peraturan hukum yasg peating's
demi kesejahteraan masyarakat har
taatl. Dean Pound dabim menunjuk pe
kara Reynolds v. Aysin de Sonsi(1951)" S
menyatakan a.l 't PSuch statmteszre ot
meant to punishi-the viciouswill, but to
put presure upon: the ‘thoughtlses ‘and
inefficient to ‘do their ‘whole duty in
the - interest of pubkc health or sefeiy
or morals”

2. Pembukdan mens iea (sxﬁ{ay bathm pem—
buat) terhadap - deii.k—ciehk sempa =
ngat sulit. :

3. Buatu tingkat tinggl “bahaya soggal” d&
pat membenarkan penafsimn maty Gell
yang menyanghut striet Hability {perkary ™

R, Bt Margarel’s — Trust Lid., (1958} .7




Syans'ditebutvidaiious lability. :

Vicatious lability means the legal mepond-

‘pility of one person for the wrongful ads
‘of another, ag, for cxample, when the acts
‘are done within the scope of employment
(Carzon: 1973 1 32-33%

“Yigarious liability terscbut di atas merupa-
‘kan perkembangan bam Hukum Pidana ne-
: gara-negara Anglo Saxon, kamna menumi
‘Common Law pertanggungjawaban demiki-
‘an hanve dimungkinkan dalam keadaan lnar
Linsa, misalnya delik terhadap public nuis-
SENCE, . ymtu kejahatan terhadap Kepala
‘Megara, S :

Datam casus Mounsell Bros v, L. & BLW.
Raifway co (1917), pemimpin pemsaliaan
“diéh ‘pesgadilan  dinyainkan  bertangsung
‘tawab terhadap perbuatan pegawsinya yang
“meniberitahukan wcara tidak benar jumlah
'harang ‘perusahaan yang akan dikirim de
pgan kereta api, agar ildak membayar toll
yang seharusnya, sekali pun maojikan ddak
Feut et dan vang sharumya, mhal pun

“majikan tidak ikut serta dan tidak membeds
‘kan perimah untuk menghindas pembiyai-
“an yang ‘wharusnya. Maksud pembuat un-
dang-undang wcara abselute melampg per-
buatan demikian dan menjadikan majikan
ity dipertanggungjawabkan tanpa mens ©a
{doluz).

“CMungkin ada bafknva kedua jenis lang-
gungjawab pidana tersebut di atas diban-
‘dingkan dengan distem tanggungjawab pida-
na menumt Hukum Pidana ¥konomi di
Indonesia, dengan catatan, bahwa di Indo-
nesia @rta negara-negata biropa Barat dan
Fropa Fimur {negara-negara sosialis) badaku
-ams Keine Strafe ohne Schuld ateu Geen
straf zonder schuld yang sjak fabun 1916
{Asrest - Hoge Rapd -tangpal 14.-2-1916,
M1 1916 h. 681 dan tanggal 25-2-1929,
M1 1929 k. 1300) diterima juga terhadap pe-
Iaku- pelanggaran, dengan catatan, bahwa
kepada terdakwa diberikan hak untuk mem-
buktikan, bahwa perbuatannya vang bermpa
pelanggaran itu tidak dilakukan dengan =
ngaja atau culpa lata. Asas tersebut menu-
rut hemat saya juga berlaku terhadap delik-
delit ekonomi, terkecuall pembuat kG,
sepertl badan hukum, korporasi, orang mati
dan orang yang benar-benar tidak dikenal

{datam arti sempit).

&cbclum sayl mcnszemuku%an pendapat
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yang berpandangan dualistis teniang delik

amt istilah yeng sring disunakan oleh pem-
buat undang-undang, vailu “tindak pida-
12", vang menumt Prof. Moelysino (1969:
suati igiah vang dapat mengelirukan orang
omng di Jawa Tengah , kamna bemgfl “ip~
lan-jalan™ Saya fuga tidak akan memalkal
istilah “perigiwa pidana” sebagal efemah-
an dari stmifbaar feit”, karema yang dapat
dipidana ialah oramg yang mewujudkan
apa

Sabelum saya mengemukakan pendapat
apa yang disebut pertanggqungjawaban pida-
na, terlebih dahuiu saya aken mengemuka-
kan peibedaan pendapat mereka yang mie-
nganui pandangan monisds dan merka
vang berpandangan dualistis teniang delik
atau istilah yang sring digunakan ofeh pem-
buat undang-undang, yaitn Ttindak pida-
na”, yang menvrui Prof. Moclyato (1969:
suatw istilah yang dapat mengelirkan omng
orasg di Jawa Tengah , karena bemrid “ja-
landalan”. Sava joga tidak akan memakai
istitah “perstiwa pidana’” sbagal terjemzh-
an dari stiafbaar feit”, karena yang dapat
dipidana inlah omng yang mewgjindkan
peristiwa hukum pidana, Karena itulah Profl
van Hatium {van Bemmelen-van Hatwam,
1953..1954, 1 : 112) berpendapat, bahwa
strafbaay fei ialzh 7feit temakevan hetwelk
cen peroon strafbazar is” (suatu peristiwa

vang menyebabkan hal seseorang dapat di-
pidara). Selain dari tidak sesuai dengan
bahasa Indonesia, bahwa peristiwa tidak
mungkin dapat diiatuhi pidana, Prof. Moel-
yasno menyatakan al; bahwa istilah feit
telah mengalami perwbahan arti sejak diting-
galkannya leer van het materiecle feit pada
tahun ‘1932, vaitu dari makna vang konlkrit
menjadi abstrak. "Feit” tidak lagi dipandang
dari segl tingkahlaku jasnaniah belaka, te-
tapi darksudut Hudum Pidana (uit strafrech-
telijk oogpunt). Prof. Moeliatno lebih me-
nyukai istilah perbuatan pidana, karena is-
tilah perbuatan menunjuk kepada :

1. keadaan vang dibuat oleh seorang : ba-
rang sgsuatu yang ¢ilakukan dan akibat-
nva dan

2. orang yang menimbulkan akibat tingkah
laku seseorang.

Selain dari v Prof. Moecljatno mengenig-

kakan, bahwa istilah perbuatan sudah la-

zim dipakal, misalnys perbuatan tak seno-

PR 7. PR

U D, Sy, [




hc‘&:ﬁ“ Istilah tersebut juga-gngkat, jadl
am dari segi wet':,vconom;e Ieinh tepat.

pa tahun, 1 : 74). Dalam 11ubzzngan ini
*.- diperhatikan pendapat” Hazewinkel
unncw. {1973 : 63), bahwa igiiah delict s
is u:la_ﬁ' aanvechtbaa:” tetapi katena 1st11z3h

Su;mga (op cxt) mengemukakan, sebaga1
sherikiat :

n Iaedoeli gen feit, near aanfeiding waar-
i oyple bedrijver ervan eventueel sizaf
“mag v orden toegepast.
Lontara Bugis juga menagunakan istitah
yang pendek, yaitu Sublara’ yang artinya
samia dengan ‘delictum; yang dibagl atas
su}ckma ioppo (kejahatan besar) dan suk-
. baiccu’ (kejahatan kecﬂ) yang lebih
_tepat dari istilah kejahatdn dan pelanggar-
an arena kejahatan juga mempakan pe-
langgaran hukum pidana, sekali pun dinilai
bers:.f at ringan.

Ha}. ini saya kemukakan demx pembinaan
bahasa wukum Indonesia yang benar sesuai
dongz=n G.B.JHAN. Selain dari itu pemakai-
an#istilh perbuatan pidana tidak cocok
dengzan sistemn Hukum Pidana Ekonomi yang
mengancam  pidana juga terhadap badan
hukieam, korporasi -bukan . badan hukum,
orengr -yang sudzh meninggal dunia dan
otansr yang tidak dikenal secara sempif. Ba-
gaimzna mungkin Korporasi yang nota bene
buka T manusia, lebih-lebih ozang mati dapat
melaBoukan perbuatan?

A liran -monisme, al. Prof Mr. Simons
menamuskan (tentu secara teoretis) — vide
E. 1¥trecht, Hukum Pidana I, 1960 : 256 —
strafaar feit sebagal “eene strafbaar gestel-
de, : e nrechimatige, met schuld in verband
staarade hendeling van een toerzrekenings-
yatbuar persoon” (= suatu perbuatan yang
oleh hukum diancam dengan hukuman, ber-
{entzmngan dengan hukum, dilakukan oleh se-
orarmg yang bersalall dan orang itu dianggap
bertmanggungiawal atas perbuatannya). Me-
nurvei:slitan mosnisme unsurungur sirafbaar
feif  itu meliput] bafk unsurunsur perbuat-

campumya uaser perbuatan dan uns
buatnya, maka dapatlah dxstmpulkan
strafbaar feit-adaial sama dengan syam
rat penjatuhan pidana, sehingga seo
dianggap, bahwa kalau terjadi - trafba
maka pasti pelakunya dapat dlpxdaﬁa.

Contoh casus -hipotetis di baw
akan menunjukkan, bahwa pandangan
nistis terhadap suatu delik tidak
kan.

A, BDirektur suvatu . pezusahaan
mesmbuat sehingea B, seorang sakit ji;
ngangkutkan hasil buminya kesebu
aging vang berlabuk di luar peiabuhan
hasit busni mana tidak dilindungi ole
men Bea .Cukai dan surat-surat expo
Kasus hipotek tersebut rwnyangku
pleger, vaitu pambuat paleku, pembu
langsung, sexta pembuat matesiil ¥
dapat dipertanggungjawablan pisik’_
mut the men in the street (Baharuddi
SH, 1980 : 84).

Salah satu ciri doen pleger, suatu"b
pembuat delik yang tidak dikenat d
cis dan Belgia, ialah pembuat ‘mate
pelaku yang ssbenarnys tidak dapaidip
nia disebablan 2l oleh karena gila, magh
Lanak-kanak yang belum mampu mexny
kan yang baik dan buruk atau pawahan, ngooo
sidalk memiliki kwalitas suatu delik yang eI
gyaratkan oleh undang-undang (J.M i
Bemmelen, Ons Strafrecht, 1, 19713
Bentuk pembuat zpa yang disebut doend
gen, yang lazim diterjemahkan secara kei:xu
dengan penyumhan, tersebut be:beda g
ngan uitlokking, penggerakan, oleh karens
uitgriokie, orang vyang dlgexakkan, dagat;'
dipidana. 3

Seperti telah penulis kemukakan, bahwa -
aliran monistis terhadap strafbass feit, yang .
penganutnys merupakan mayoritag di. ‘geln.
ruh dunia, memandang unsur pembuat deliic. -
sebagai bagian strafbanr feit. Misalnya Me.
Ch. J.E. ﬁnschede dan Mr. A, Heiider, {1974

36) melukigean strafbaar feit &ebaga; 1

harus dzbedakan antara bestand defen{bagh--
an inti) dan clement (unsur) st:afbaax fert

Bestanddelen suatu strafbaar feit m]ah ba~ _
gian inil yang disebut oleh undangwundzmg L
pidana, yang harus dicanfumkan ‘diidalam . .
qurat tuduhan Penuntut ‘{}mum cian i




~penghapus - pidana)-cdan bukan - element
strafbaar feit dapat dipandang sebagai peng-
‘dnskafan “téniang ‘kebenamn pendapat klas-

sk tentang makna strafbaar feit {simons csh

i bedoman-yang:diberikan oleh paml 350

. Nedezianci vang bary tersebai di
o au.as, menentu%can bahwa sefefah. rechibank
-r_n_t_:me_f_iksa _peg%;_a:a _d!._ sidang.:pengadilan,

.mazka _ja . harns. mempertimbangkan s_ozii 58~

i bagaz berikul.: h

“Apakah “eibukil baliwa feli telah dxwu-

Judkanoleh ferdakwa T

b Kalay demilian, strafbaar feit Inana yang

diw udkanaya, e

"'.---]1ka_ a‘dan’'b te_rse_abut -_telah ta_arbuku,

‘meka’ ditelitilah apakah “terdakwa dapat
“dipidana {strafbaarheid van de dader),

“d.Kalau a, b, dan ¢ telah terbukii, maka
" hakim mempértimbangkan jenis pidana
yang hendak d&jatuhkan sesuzu denvan
unddnv-undang pidana '

ar "Memirut Moeljatao, hahwa pasal 350
‘fersébut, berbeda dengan pasal yang digan-
tikannya, dengan resmi menyatakan, bahwa
dengan: adanya strafbasr deit’ belum tentu
juga ha_:u_s a_.dg strafbare persoon.

2. SUBYEK Hb!&UM PiDANA EKQGRO-

Menurut sejamh hukum p1dana, maka
gi_ahulu _k_alzx_ yang dapat menjadi subyek hu-
kum pidane bukan ssjx nateuslitke persoon
atiu manusia, tetapi juga hewan, keluarga,
kampung dag.organisasi sosial. Di sebagian
daerzh di Indonesia dahuln kala dikenal
hukum adat (pidana) yang mengancam pi-
dang bagi keluarga ateu kampung sesserang
vang dipersalahkan melakukan kejahatan,
Hukum Adat Pidana mengenal pertanggung-
jawaban kolektif. Pengecualian ialah apa
yung disebut di dalam Lontara "Sukku'ma
Wajo', Ualam perjanjian pemerintahan
(pactum subjectionis) di Lapa'deppa’ pada
Kira-kira tahun 1476 antara rakyat dan pe-
jabat sementara pemegang kekuasaan di
Wajo', oleh kedua pihak disetujui al. ten-
tang  hak  rakvat untuk dipertangsungia-
wabkun menurut hukum secara individual
yang bunyinya setelah saya terjernahan
udalah sebagai berikut
a. Yang dipertuan ulch r:.licv at - ialah Huo-
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rumah orang yang melakukan kejahatan
tidak -ikut serta ‘bertanggungjawab, ka-
fay miereka’ tidak ikut’serta melakukan
i«:e]ahatan dan baraﬂg»b mng itu tidak di-
percich karena ‘Kejahatan atau tidak di-
gunakan melakikan kejahatan ;

¢, Pertanghungiawaban’ pidana dan perdata

¢ fidak’ menrin kepada-ahli waris pem-
buat kejahatan, -kecuali mereka fkut

- seria- melakukdn kejahatan (sudsh tentu

 keluarga, kelompok dan kempung tidak

-dapat’ juga - diperfanggungjawabkan);

d. -Siapa yang menggzali lubang ($iapa vang

“metakukankejahatany, méka ia sendiri

-~ hazus mengzs; 1u‘oang mJ ta%{ Holeh arang
“ain;

e, mereka tak boleh dztanwkap berdasarkan
persangkaan, - ramalan - dukun, igauan
orang mimpi dan tutu: orang glla serta

< kanak-kanak, - :

" Sebaliknya oram-omm Belanda pada
waktu masih beriakun vi Qud Vaderlands-
réchit {Huklin  kuno) ‘mercka,’ mengenal
leimbaga pertanggangsjawaban LoIekﬁi ber-
dasarkan ‘idea’ Ugotong rovong” dan sifa
masyarakat vang masih Lolektivistis (Mr
A De Goede, I, 1949 2£%-238). Bakrwa,
hukum kuno’ Bélanda bersifat kolektivis-
tis sehingga mengendl-tanggungjawab kolek-
tivistis pola iélah dinraikan oleh Prof. Mr.
LJ.  van Apeldoorn di dalam majalah
Bifdragentot de Taal , Land en Volken-
kinde, deel 100, 1941, halaman 425 431,
van Apeldoorn, bahkan menganiuskan supa-

ya unsur-unsiy -kolektivistis Hukum Belanda

kuno menggantikan unsur-unsurindividualis-
tis Hukum Rumawi yang diperlakukan oleh
penjajahi Perancis !

Perubahan - pandangan tenteng subyek
hukum pidana dibidang hukum pidana
umum (commune strafrecht) terfadi dengan
pembentukan W.v.S. Nedeifand pada tshun
1881, di mana pada dasarnya hanya manusia
dapat dipandang sezbagai pembuat delik. Hal
mana dapat diketahui dari :

a. Memorie van Toeélichting pussal 51
NW.v.S, (pasal 59 K.U.UHP. indone-
sia) @ suatu strafbaar feit hanya dapat
diwujudkan oleh manusia, dan fiksi
tentang  badan hukum tidak berlaku
di bidang Hukum Pidana ;

b. Uraian delik dalam banyak pasal-pasal
WS, selate dimulal dengan "Huj, die
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il Axcam dezma tidak mengandunc
4 :'tatacam terhadap kosporasi
Bemmelen 1971 23’7ﬂ233)

! il bkdanc hukum p;d-\na terten—
AL sepertl Lkum=pidana; pajak; sejakidari
: dailulu kala, pemxdmaan korporasi: dlmuﬂg-

Sejak pertencah._n abad.lampau,. pume«
rmtah Nederland menetapkan sistem dader-
schap dan pertanggungjawaban, pidana ter-
hadap korporasi dalam tigajenls s _

a. menjatuhkan kewajiban . -pemeliharaan
(zorgplicht)  terhadep pengurus, snisal-
nya-Armenwet tahun 1854 dan spoor-
wegwet fahun 1859 pasal 11 Armenwet
mengancam -pidana-denda terhadap se-
mua- anggota pengurus ‘suate lembaga
sogial yang tidak memenuhi: kewajib-
an pemelihazrpan. Sefiap. orang pengurus
secara hoofdelijlt bertanggungiawab ter-
hadap pidana denda yang difatubkan ke-

~ipada pengurus sebagail kesatuan, namun

angeota- pengurus vang ‘dapat membuk-
tikan behwa ia. telah 'melakukan:segala
sesuaty untuk menunatkan - kewajiban
pemeliharsan dapat -dibebaskan. - ¥ang
“terakhir ini sscara ‘historis merupakan
dasar ditctapkmnyq ‘kelak. pasal 51
WS, (SO K.UUHED;

b, Korporasi adalah dader (pembuat), pe-
nguras yang bertanggungiawab; contoh
_intah Telegraaf—en Telefoonwet tahun
1904 vang diperlakukan dengan undang-
undang pada tanggal 12 Mei 1928, Me-
" nurut undangundang ini, sekali pun
korporasi yang berbuat, namun yang ber-
) tanggungjawab padam. falah penguris.
‘Contelr lain ialah arrest 14 R. tahun 1938
dai 1960 (N1, 1961 No. 197), ditetap-
kan, babwa korporam menjadi pemilik
oto bus, maka pengurus korporasi baru-
'_ lahk dapat d1p1dana jikalau hal demikian
dite tapkan oleh undang-undang.

c. Korporasi adalah pembuat dan sekc.hgus
bertanggungjawab pidana. Contoh : Wet
Feonomische Delicten (W.E.D.) pasal 15

'pldana it sampmg pengumsnya men

: Al.lsan senmgga korpomsa _1110'& dapat d

ML van Bemmeien (1971 241), sebagax
benkut

B:} de economlsche en flscaie dehcten i
men.nl. in de prai{tuk met sem. st:afbaas
Img van de bestuaxders n;et umt erndat
nlei. gooed mogehjk is, azm een of z

fe leggen, dta bok maa.r erugszms in ver
ing zou staan tot vaordeei dat de co. {2
door heL strafbaar Zeit lzeeft ‘sehad tot
nadeel c!dt de m.‘atschappu uf aithan
csmurrentan 15 toevebracht

Dengan alas:m yan:r sama, ‘maka We
de Kansspelen, pa<a1 36, {Undanfr-uu
tentang perjudian) mengandung ketent
yang sama dengan pasal 13 W.E. D. Ne
land, |

Selam dan 1tu, pemnianaan penwu‘
sa;a belum menjamin, bahwa korpor
dak akan menguiantfi perhuamn pid

Dengan adanya ketentuan tcntang ]
midanaan korporasi tcrhadap delik-delik -
tertentn seperfi delik ekonomi,  delik fs:.
kal, delik judi dan. lain-lain membukt:— )
kan, bahwa liberalisme murni yang*f '
jiwai kehidupan perelconomian dalami pe-
rode 18701879 telah ditinggalkan. K n-' '
sepsi welfare state di negaranegara yin :
nzh memegang prinsip lassez fair 1aissez'
affer walsupun cap “liberal” masih -me-
lekat pada “dirinya. menyebabkan juga
bahwa i Amérika Serikat, suatu negira
vang sampai kini, masik sering dicap "
besal”, diperlakukan ‘ketentuan-ketentnan
uniuk mencagah - monopoli  perdapangan,
restraint of trade, tax avoidance dan lain-
lain (the Sherman Act 1890, Anti TFrust
laws, dan lain-ain). Kini teidapat kecende-
rungan di Amerika Serikat uniuk mengge:
ser Hukum Pidana di bidang perekonomian
dan mengafusnya dengan peraturan hukum
adminisirasi, misalnya the Clayton Act dan
the Federal Trade Commission Act 1914 ti-
dak mengandung sanksi pidana (Hermann
Mannheim, 1945 : 152 158). Patut dicatat,
bahwa kegagalan Sherman Act di Amerika
Serikat izlah selain dari rumusannya ierlam-
pau kabur, juga : . :

a. the pL.lcmg of an over-great burden on
the crlminal sectaons of the séatute,

- S



B Amerika . Serikat subyek Hukum Pi-
: dan:l mehpuh ‘baik manusia, mmau.pun kor-
porasi, dengan béberapa pengecualiaan. Bu-
kan sa]a ‘tethadap apa yang di Indonesia
d}sebut delik  ekonomi, tetapi juga de-
likidelik Tein, seperti delik Non-feasance,
ydxtu kcgﬁga}an ?ozpomm untuk menunai-
kan kewajiban vang diperintahkan oleh
undang- undang;  Misfensance abstruc-
_ung-hzghways, comempt various kinds of
y ce, usury, libel, violation of laber
iaws defrauding the revenue, volation of
law agamst restraint of trade and violation
of puge food laws, Doktrm bahwa korporasi
dapat meniadi subyck Hukum Pidana tidak
sajz melipul korporasi partikelir, tetapi juga
mun&czpal corporationt Delik-delik misfea-
sance mefiputi pelbagai pesbuatan melawan
hukum seperti pencemaran Hngkungan,
gangzuan ferhadap ladu lintas, memberikan
izin berjudi di pekazangan, pangacsuan di
daian mamah sendirl, penfualan minuman
kams: dengan melawan hukum, menggali
parit di depan jalan umum. (Clark & Maghal,
1858 : 404 --405).

Pada umumnya di Amerika Serikat dianut
pendapat, bahwa korporasi tidak dapat di-
pertanggungiawabkan terhadap delik-delik
yang menvangkui personal violence seperti
assaull .and battery (melakukan kekerasan
terhadap orang lain} atav manslaughter (ka-
1ena kelalaian menyebabkan matinyva orang
Iain) dap delik-delik yang menyangkut ac-
tual malice atau evil intent {seamacam dolus
premiditatus).  Alasan untuk pemidanaan
korporasi ialah digambarkan oleh Clask &
Marchall (1958 : 403) :
Where conduct is sanctioned by the direc-
tors or officers in whom the corporate po-
wers are vested, their infent should be con-
" gidered the intent of the corporation. Such
persons are more than agenis for a natusal
principal. They embody and exercise the
mental element essential for corporate
actions.

Sudah tente pidanz korporasi harus di-
sesuaikan dengannya.

- Di Amerika Serikat, korporasi dipandang
sebagai realitas, sekumpulan manusia yang
diberikan hak oleh sebagai unit hukum,
yang diberikan pribadi hukum uniok tujuan
fertent. Tujuan pemidanaan korporasi ialzh
ey dotar the corporation from nermitfine

Bkt dan Rens bang iR e

na denda. Hal ifu disebabkan, bahwa dengan
perkembangan  struktur  perekoncmian,
maka kekuasaazn kosporasi kian berfambah,
Teori yang menyatakan, bahwa Korporasi
tidak dapat dijatuhi pidana karena fidak
mempunyat Mens Rea sudah lamz diting-
catkan dan diganti dengan peraturan wimum
vang berbunyi : a corpozation may be res-
ponsible for offences committed by its
agents or servants in the cource of carrying
on the affairs of the corporation. Terhadap
kesulitan pembukiian adanya sikap batin
korporasi, Denning 1.J. dalam perkara
Bolton Enginesring Co. versus Graham &
Sons pada-fzhun : 1957, menyatakan seba-
gal berikut: : i

. there must be persons who repare-
sent the direct mind and will of the com-
paay and conirol what it does. The state
of mind of these managers is the state of
mind of the company and is treated by
the law as such . ... lp the criminal law,
in case of where the law requires a guilty
mind as a condition of a criminal offen-
ce, the guilty mind of the directors of
the managers will render the company
itself guili guilty.

Menurut Rupert Cross dan P. Asferley
Jones (1953:68-69), bahwa korporasi di
Inggeris dapat dipertanggungjawabkan sama
dengan manusiz, hapya dikatakan orang ter-
dapat pengecualian, yaiiu kejahatan yang
“from its very nature’ fak mungkin dilaku-
kan oleh korporasi seperti perjury dan bi-
gamy. Apa vang di Indonesia disebut delik
ekonomi di Inggeris hamyz dikenal pada
masa perang, sedamgkan yang termasuk
delik ekonomi di Inggeris meliputi delik-
delik  terhadap  kekayaan (vermogens-
delicten).

Di dalam hubungan ini Hermann Mannheim
menulis sebagai berikut :

Under a capitalist economy, in time of
peace, the individual has but litile opportu-
rity of comitting econemic crime against
the State. In toial war, the wholesale change
in values necessatily produces a different
ftype of criminal legisiation and, conge-
quently, of crime. Economic crime, asarule,
becomes crime against the State. The same
is true in a miitani socialist State regardless
of war or peace.
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ut Yeconomic Crimes against: the, E>t
lah Adelik . delik: perang.-.Seb"i;knya CII
Dsmhs sseperti, Uni ‘Soviet,
SHLE! Poiandm,
atik. Jezman(icrman Timus) - delik-
ekonoml terha(iap neeam merupakan

.pemsahaan nega:a é'm/ uau ne;l,mm Oleh ka
aena Mesara adalah-pemilik semua perusah

an, maka sudah tentu korporasi milik nega-
12 yang dilakuken oleli para pejabat negara
'dlpandang ‘sehagai peagh:anatan dan di-

ancam  pidana mati. Menurut Stai‘f S:udy
Journal of the International Commission
of Jurists. Summer 1964 Vol vV, No. 1,
hal.” 5- 4»7 bahiva pada tahLm 1961 di
Uni Soviet dizdakan perundanguadangan
Khusus: tentang delil-delik ekonomisvang
menyimpang daris General :Principles: atau
Fundamentals .of Criminal Legislation of the
188 R sand the UnioniRepublics yang di-
tetapkanpada bulan Degember 1938 yang
menghapuskan ketentuan-ketentuan-hukum
pidana;dan asas-asas thukum .pidana- Stalin
vang:diznggap kejam. Menurut Fundamen-
tals tersebuf, bahwa asas legalitas.vang telah
-ditinggalkan: oleh segim - $talin - dintrodusis
kembali,-harus diambii kebijaksanazn untuk
melunakkan: hukum. - pidana : dan . pidana,
dan ‘pidana mati harus dipandang hanya se-
bagai :pidana;pengecualian, oleh karena me-
nurut Marxising, bahwa negara.akan lambat
lann mengalami Xematian S
Namun sejak tahun 1961 dikeluarkan deknt
ugntuk: mc_njatuhkan pidana 15 tahun penjasa
ataw pidana mati bugl delik-delik ekonomi,
antara :lain.. kerupsi, . spekofasi vang, emas
dan suratsurat Dberharga - lain, pemalsvan
mata: vang, penyalahgunaan jabatan dan se-
bagainya vang merngikan Kekayaan Negara.
= Kalau - diteliti - K.U.U.H . Pidana Jerman
Timur,. Hongaria -dan Uni Soviet, maka ter-
nyata: bahwa -korporasi . tidak diancam pi-
dana dan segala macam parbuatan, termasuk
vame diinlerban Adanoam balafainm vramo e,

- yang mcwu;udkannya Ix.ctentua_n ini by

Republik

3 1aka dehk dehk it dxpertangg‘
5awabkan Eepada.pembuat szolah: olah iz

da_.dengan  ketentuan i Amenka Senkat

Austzaha, New Zealand dan hzggms, i :
na; p_ex_bua_t_an_dan ta nagunm]awai;)_ pery Y
korporasi ikut juga di pindahkan kepada:
korporasi."Sebaliknya di Yugoslavia,
idana korporasn se]
d;pmdahka kepada pembuat

»Pendapatantuk mengecuallkan
gungjawab korporasi: mzhk.Negara.sepe;t :
negara-negars -sosialis/komunis * dianut sjuga’

oleh Rancangan Kitab Undang-UndangiHud

kum Pidana Indonesia (Konsep LPHN Jakar-
ta 1972) . berdasarkan -peninjagan kem_b'a_}i !
Konsep Rencana K. UILP, tahun 1963, 50

Pasal 14 Koncep Rencana tersebut y..ng ber— E

bunyi sebagai berikut : : : _
Apabila suatu tindak pldana dﬂakukan oleh g
aiau atas nama suatu perserikatan, baik-yang

merupaken © badan -hukum. atacpun - tidak,
hakis dapat :mengenakan  pidang terhadap

perserikatan ity -sendisi, selain dapat menge-

nakan -pidana terhadap pengurus atau; ang- J
gota parsenkatan vang: melakukan: tmdak

pidana.: = -
Peruelasan pasal 14 tarsebut dlams me-.
muat ketenfuan yang menurut hemat penu-
tis ‘bertentangan dengan asas Negara Hukum
Indonesia .dan -ases kesamagn dan persama-
an - di-depan hukam (eguality before the
law)} yang tercermin dalam pasal 27 U.ULD,
1945 yang berbunyi sebagai berikut : - -,

(1) "*'Segala Warga Negara bersamaan “ke-
7 dudukannya di delam Hikum dan
“Pemerintahan dan wajib menjunjung
'_Huicum dan Pemerintahan 1tu dengan

: "'_t1dak ada kecuaimya '

.?an Iasan 14 K_cmsep Renczma be:bunyl se~_

bagax benkut

Pasai 14 kaemaahkan yvang merupakan
-- “bagian dari Pemerintah dan dibia-
“yal dari APBMN, tidak termasuk

©ipara pegawainya. e

“Tidak jelas siapa yang dimaksud “pega-
wai", spakah para Direktur, Komisaris dan
Managers termasuk juga pegawai atay 1idak?
Rubeanlah  pereerilntan - milil mpaarn oo




Lam'perbuanan yang Hidak tezmasuk hukum
pubhk sebagaimana hiliya dengan perseri-
Katan'* swasta 7 Apakah lcetentuan ‘fersebut
ak’gkan d:pakm sebaoal tameng/perlin-
gan ‘oleh pengurus persenkatan negara
mk me!akukan kejahatan ekonomi?
Dalam hibungan ‘dengan tanggungjawab
pzdana perserxkatan terseimt di atas, Prof.
Suddrts, SH(1979: 21 ’73) mencemukakan
sebawa berikiut s
A 1 ini maixa dttmggalkan sama se-
kali azas dari W, V. S kita sekarang int, falah
bahwa suatu tindak pidana hanya dapat di-
* lakukan:olehiorang. Pendirian ini memang
sudahditingzatican untuk beberapa delik
tertenty, ‘ialah -pada tindak pidana - eko-
aGmi o, . dan®tindak pldana suber-
wiiial S oo, oo .. Rupanya datam ba-
vangan fikiran. para perencang Konsep dis
masa-masa mendatang peranan perserikaizn
makin ‘penting ‘dalam perckonomian Indo-
nesiz, sehinges perfu dibuat ketentuan se-
perti”ite, “Saya tidak akan menyangkal ke-
mungkinan peranan korporasi di kemudian
hari;' akan fetapi saya ingin mengetahui se-
4ama berlakunya Undang-Undang tindak pi-
dana“ekonomi yang hampir 20 tzhun itu

zapakah -jumlai korporasi yang-telah di-
jatuhi pidanz. ‘Sayvang sekall idak dapat di-
jumpai angka-angka vang bisa dijadikan da-
saz untuk mengadakan perkizazn untuk ma-
sa’ depan. Angka-angka itu dapat memberi
petunjuk sampai dimana kebutuhan akan
perluasan perianggungjawaban dari korpora-
si, Katau pads defik-delik ‘vang termasuk
hukum pidana khusus itu kenyataznnya ti-
dak banvak pemidanaan yang dikenakan ke-
‘pada korporasi, apakesh perluasan itu me-
mang diperlukan ? Kalau sturan itu nanti
betul-beul diterima, maka Indonesia akan
tergolong negara sangat maju ¢i selurnh du-
niz di bidang ini. Di Eropa kontinental
sama sekall tidak ada niat untuk meluaskan
pertanggungjawab langsung dari korporasi
di luar hukum penertiban {Ordnrungsrecht).
Bahkan di Perancis, Belgia dan Denmark
tidak ada niat untuk menetapkan pertang-
gungiawab sampai meliputi hukum pener-
tiban secara umum. Perkembangan hukum
dewasa ini, baik dalam perundang-undangan,
maupun dalam resolusi-resolusi dari organi-
sasi internasional, ataupun dalam perundang
“andangan ind status nascendi tidak ada pe-
tupjuk  kearah pengaturan perianggungja-

Hukum dan Pembangungi. -
mukakan oleh Prof. Sudarto, SH adalah te-
pat sekali, Perluasan pertanggngjawaban ‘pis
dana terhadap Hukum Pidana Umum sehing. |
ga meliputl korporasi, -akan menimbulkan
kesulitan ‘dalam praktek. Lagi pula penulis
tidak yakin; babwa ketentuan tersebut akan
benar-benzr dilaksanakan dalem kenyataan:
Bahkan, kini nampak gejala, bahwa ketenth-
an-ketentuan hukum’ pidana banyak tidak
dilaksanakan lagi, seclah-olah Hukum Pida-
na sudak Merosot kemball menjadi hukum
privat - (dibuktikan dengan - data statistik
dalam prasaran ‘seya “di’ Semarang “pada
Seminar “Kriminolegi “tahun 1380} Gejala
tersebut juga menjadi kesimpulan Seminar
Hitkum Nasional TV di Jakarta pada tabiun
1979, yang a.l. mengemukakan, bahwa ada-
nya kegelisahan dan keresahan sebagian ang-
gota masyaakat disebabkan aniara lain

1. i»cu;:ang adanya jaminan perhndunoan
hukum,

2, 'kurang adanya perlaimdn yvang sama d:
dalam hukum, dan

3. penyeclesaian perkara yang kurang cepat,
tepat dan murah.,

Membentuk ferlampau banvak ketentu-
an hukum o pidana fanpa pelaksanzannya
vang cepat, tepat, murah dan tidak merata
akan menimbulkan inflasi hukum pidana
dan pudarnya kepercaysan masyarakat.
Sebagian masyarakat akan mengira bahwa
hukum hanya gkan diterapkan untuk seba-
gian saja, mendorong sebaumn orang melang—
gar hokum.

Di Amerika Serikat, di mana pelaksanaan
hukum telah berjalan- dengan sangat bailk,
corporate criminal responsibility merupa-
kan subyek yang controversial. Mereka yang
tidak setuju terhadap pertanggungjawaban
pidana korporasi berpendapat, bahwa denda
yvang dijatuhkan kepada kKorporasi sebenas-
nya dibayar oleh para pemegang saham yang
tidak mempunyai sangkut paut dengan ke-
jahatan  dan tidak mempunyai hak untuk
mencegahnya, sehingga hasilnya ialah bahwa
pidana tak dapat mencapai pelaku delik
vang sebenarnya. Terhadap pendapat ini, se-
bagian para sagjane hukum berpendapat,
bahwa sebagian besar Pengadilan kini me-
mutuskan, bahwa agen (wakil) korporasi da-
pat mempunyai kesengajaan yang diperlu-
kan kejahatan dan dapai melakukan keja-
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ngurus “dan pwaw;u pcuwamya ddpat d.i
-mntu p:éa_na Palam.suaty perl\am di Towa,

pat: dspcrtanamng;dwabkm untuk

perbuatan- perbuatan pegawainya, terkecuah_

korpozash itu memang mf..mennmhkaa atau
menveujui . tindakan “itu. “Dalam perkara
Nye: & Nissen v, United States, pengadilan
menuiuskan, bahwa. seorang pengurus Kor-
porasi dapat.. dijatubi pidana bilamana.ia
membantu seorang  bawahanaya. yang me-
mumskasz, ‘bahwa. seorang pengurus korpo
rasi ciapat dljdtuill pidana ] bllamana ia mem-
. baniu ssorapg bawahannya yang mciakuk.m
‘kejahatan. Mahkamah Agung Amerika Se-
ikat. telah menatapkan, bahwa eﬂbuah kor
pozasi.. ciap.,zt diperfanggungjawabkan terha-
hagap. kerusakdn atau kerugian vang terfadi
karena - “wanton, malicious, ‘or oppressive
intent’”  pegawai pengawasnya {(Adlen  Z.
Gamma«e, Ph. Do &  Chailes F. Hemphill,
1974 : 125). Wanton berarfi keceraboh-
an,__. malicious artinys begmaksud jahat dan
oppressive intent mungkin  boleh diartiken
maksud.yang meneken. '

Di Nederland pada tahun 1571 seckor
sapi di Middelburg difatuhi pidana mat ka-
rena telah membunuh seorang wagita serta
seorang malti pddd tahun 1786 di Amsier-
dam. yang telaly’ membanuh diri dikenakan.
sanksi ixdgk_akan dikuburkan sebagal ma-
nusia, feiapi harus dilemparkan  masuk
sumur seperti bangkai, maka pada tahun
1881 telah ditetapkan bahwa hanya manusia
hidup yang dapat dikenakan pidang, namun
setelah Nederland mengalami kesulitan eko-
momi lahirlah Hukum Pidana Ekonomi yang
memungkinkan korporasi dijatuhi pidana
terfentu, Dewasa ini boleh dikatakan, bah-
wa Hukum Pidana Ekonomi di Nederland,
ying lahir karena keadaan darurat (pemnﬂ),
sudah boleh dikatakan menjadi sejarah.
Memang suatu negara yang sudah maju pe-
rekonomiannya  tidak mengenal  Hulum
Pidana Ekonomi seperti dikenal di Indone-
sia. Hukum Pidana Elconoml yang java
membukukdn bahwa pereiconomum suatu
negara masih terkebelakang. Makin maju
perekonomian makin berkurang ketentvan
Hukum Pidana Fkonomi. Bukti : di Indo-
nesia sudah begitu bznysk undang-undang
vang disebut semula oleh Undang-Undang
Tindak Pidana Ekonomi telzh dihapuskan.
Apakah tidak  tiba musanys defik-delik

an - memutuskan, bahwa . Lorpomsx_

g thar} Goldberg (}968 54 5
nail menyatakan sebagai berikut :

Time of stress, even more- than: i)ad €asas
makebadlaw . ... ..
A recent example is the Ommbus
Control:and: Safe Streets Act of 196
This law, aldng with much needed mea
to strengthen law enforcement, contains.
pravisions. which are both ill conceive 21
of dubious constitutionality . ... .-
But-they new that.order can not be secure
merely::through fear of punishment:
infraction-;ihat it.is-hazardous to disc
ge. thought hope.ang imagination;. that fe
breeds - repression, :that represion -
hate, that -hate manaces stable gavern
. that law rests on much more than coe
cion. Law must have the police. power, -
bufdt is by no means Sy nonymeils or ¢
minous with police power.......

Mematig. Hukum Pidana Ekonom'i i
dari kéadnan jelek, maka dengan sendirinyd
melahirkan hukun dagurat yang bunek pula,
apa lagi setelah dilengkapi dengan PERPU
No. 21 Tahua 1959 dan PENPRES” No 5
Tahun 1959 vang sangat meragukan ko 1i-
tustonahtasnyd terlebih-lebih peratur
kum pidans itn memberikan gambars
merosotan ekonomi. :

Kedaruratan Hulkum Piduna Ekonoml
terlukis juga dengan perluasan subyeknya,
sebaﬂm berikut : .

1. badan ‘hzkum,’ perseroan, persenkatan
orang dan yayasan ;

2 ptmpman korporasi  dalam perbuaﬁan
atau kefalpian atan pun perbuatan _:i'~ £
lalaian;

3. orang yang berdasarkan hubung:m kerja,
mau pun berdasarkan hubungan yang
lain bertindak dalam hubungan . badan
hukam;

4. Orang yang sudah meninggal dunia;’ ©o
5. orang yang tidak dikenal; vide: ps 15
(1), (2) dan (3) UUTP);

6. orang yang melakukan perbuatan me-
nguasai, menyimpan atau membeli ba-
rang asal selundupan setelah delik - se-
lesai;

{H. Baharuddin Lopa, SH, 1980 :
ex jurisprudensi.

3. KORPORASI, ORANG YANG SUDAH
MENINGGAL DUNIA DAN ORANG
WA I AN AL TRILAEIRI AT DT A DR

297);



Fhukum dan ﬁembayzgtm'an";_._ )

dan’ Ingaens kozpo;asx “ang ‘herbadan hu-

kum saja menjadz subyek: Huknm Pidana;

. makay menurut pasal 15 (1) UUTPE per-

seﬂkatan ‘orang vang tidak berbadan hu-

- __kwn ;aga dapat menjadi subyek Hukum Pi-

‘dana Ekonomi (tetapi tidak marupakan sub-.
" yek HikumSPidana Usium). Oleh karena

teori “fiksi ‘tentang badan hukum dari von
Savigny (1840) telah -ditingzalkan,’ yang
be:topang pada adaginm Socistas delingue-
efnonspotets, serta digantinya pandangan

' -._ﬁiatérialistik dan-nafuralistit tentang per-

© budish pidsna o dengan tinjauan  dasi- segi
_huk Tpidana,tmaka badan hukum diang-
" 'gep scbagai*sesuitu svang benar-Denar ada
- ménuiuihukom; dan oleh ka:ena Ltu dapat
d;pertanggung;awabkan

D Arierika - Serikat pernah jsga di-
ra’gukan tentang kemungkinan pemidznaan
korporagi. Menurut Chief Justice Marshall,
terkenal kazens jasanya sehingga Mahkamah
A«ung Amenka Sexikat bexwenang merbe-
rikan penafsizan sepala undang-undang da-
lam arti luag serta tmdakan-%mdakan ekseku—
tif baik formil, mau pun maferizel tarhadap
Un@ng—un@a_z@g_._ Dasar  Amerika  Serikat,
bahwsa korporast adalah :
an. arfificial being, invisible, intangible and
existing only in contemplation of law (Clark
& Marshall, 19581 402). o u

i MenuTt pandangan modern, bahwa kor
pozasi cenderung dipandang sebagai realiias,
bahwa korporasi cenderung dipandang seba-
gui realitas, dumpulan maonusia yang dioto-
risasikan oleh hukum untuk bertindak se-
hagm keﬂatuzm hukum yang diberikan per-
sonalitas vang “fegal untuk tujuan testentu.
Dalam hubungsn ini penting pernyataan
Ctark & Mazshaﬁ {1958 : 402) sebagai be-
nkut

£t'3s civilly responsivle for wrengful acts of
its servants. Its agents can commit the act
and have the intent necessary for a crime.
Whether it should be made criminally res-
ponsible for similar acis depends not on
whether these is any possibility to impute
the principal ean act at all, but on the
question of policy, whether the criminal
sanction is cajculated fo deter the corpora-
tion from permitting wroaghul acts,

Jadi pemidanzan korporasi adalah masa-
Izh kebijsksanaan, yaitu apakah sanksi kii-
mmai Miperhitungkan untek menakuti dan
mencegah korporasi daxi hal mﬂmbmfkan

bagad berikut : ..

‘Bince ‘a corporation is Crlmmaﬂv habie-'
for flie acts Gf its employess, within the
scope of their employment, it follows that
no problems arise on the'mental element in
crime. The question becomes whether the
employee, or any combination of employeey
had the requisite mental sfaie at the relevant
tme. If & on this basis that corporations
have been tried for roffences of corruption,
fraud, knowing and unlawfnl possession,
making false statzments and holding them-
selves out as Isgal and medical pmmzoners,
chamxsts and veierinary surgeons. L

Dari pernyatasa sersebut di atas dapat
diketahui, bahwa di Ausralia Korporasi, di
samping pengums dan pegawai-pegawainya,
dapat diperfanggungjawabkan pidana  dan
perdata terhadap kejahatan emum, yang 8i
Indonesia fidak {ermasuk delik ekonomi
Di gana korporasi benar-bensr dalam kenya-
taan pernah dipidana.

Dari perayetaan Colin Howard & LI
Elliot itu juga diketahui, bahwa kemampii-
an bertanggungiawab dan unsur kesalshan
(sengain dan culpa) korporast dinlihken ke-
pada pengurus atau pegawainya yang ber-
tindak dalam hAubungan hukum dengan
korporasi.

Kemampuan  bertanggungiawab  (foes
rekeningsvatsbaarheid) adalah unsur diam-
dizm swatu delik, d.kl ia dianggap ads
cleh hakim, terkecuaH oleh pengurus atau
wakil korporasi — tentu dengan perantarzan
pengacara afau  penasehat hukumnyz -
membuktikan sebaliknva, Oleh karena ke
mampuan  bertanggungiawal adalzsh  me-
nyangkut kejiwaan yang hanya dapat di-
miliki oleh manusia saja, maka tak ada
konstruksi lain yang dapat digunakan selain
daripada ukuran perianggungjawaban pengu-
rug atau wakil korporasi Seperti telah di-
kemukakan, bahwa menurat M. van
Bemmelen, bahwa kemampuan bertanggung-
jawab pidana adalah element dan bukan bes-
tanddeel yang harus dibukiikan oleh Penun-
tut Umum, sedangkan Hazewinkel-Suringa
mengkatagorisirnya ssbagal kenmerk (cird)
delik  serta  pengarang  lain  menama-
kannya stilzwijgende elemeant.

Vang sulit dikonsizukskan ialah “ke-
mampuan bertanggungiawab” orang yang
sudah mati, karens memang orang itu bukan
korporasi dan bukan imes mehiunk hidun




: 1' dimakluxm sanksi pzciazza untuk
ozang mati“yang gemass hzdupnya d1eang§<.a.
teiah melakukan dei:k ‘ekonomi yaiti:

Tamipasan barang bamzzg yang teiah dl

LB panjatuhan tmdak‘an tata terhb yang da
“ patdiberatian pads harsanya; 7 ¢
¢ pembayaran uang sebagai pencabuitanke-
csgntungan . menurut taksizan (pnsai gc
__UUTPE),u&n o
{i._._.kevwajlban mengerjakzm apa yang dﬂaial—
.:kan tanpa hak, dan melakukan jasajasa
...untuk. .memperbaiki . akibat-akibat satu
--gama lain,. semua - atas biaya i"expxda;:a

wAvang sudah mati),

. Apekah. ganksi a,:b, ¢, dan d txda}c seba
ﬂcnya dijadz%:an sanksi hukam perdata fer-
hadap: ahli waris si mati? Apa yvang dikata-
kan pemidanasn. orang mati itu sebenaznya
adalah pemidanaan terhadap ahl watis al-
marfmm. Menurut, Hukum Adat, ‘di Sula-
wesx Selatan yang tercmtum di daiam Lon
tara’ Sukku na Wajo bahwa aanggung;awab
pldana gese0rang “(apa lagt Sud&h ‘mati) tak
boleh dlturunkan kapada aranﬂ !am {te:ma-
suk ahh Wansnya) Selain dan itu’ Hukom
?zdana Ame:zka Serikat, Austraha dan Ing-
gerzs yan:, mengzmcam pidam terhadap
korporas: texhadap sebagian besa: delik-
del[k jad! merupakan ncgara-negara yang
pahng maju mengenat” pertaﬁggungjawaban
korpo:asn, tidak mengenai pesmdanaan tez-
haciap o:ang mati.

Mengenai orang vang ‘tak dikenal orang
ekt pasai 16 (6) UUTPE ditafsirkan oleh Pe-
ngadilan Tinggi Susabaya datam perkara
Ma!aya indonesia Trd) Co. Lid, (putusan
No'43/1960 Pid. Ek.) sebagai “orang yang
sungguh-sunﬂguh tidak dikenal”, jadi meru-
pakan penafsiran sempit. Hanya diszyang-
kan, bahwa Pengadilan ngg1 Ekonomi Su-
rabaya secara galah menerima banding, ka-
réna mrenuru pasal 16 UUTPE perkarz de-

mikian vang ‘sudah ‘dadili oleh Pengadilan
Fimotrat mmetnrin A5 nle T mlale i Tia e Smee

sa.ah satu:

akan ‘tetapi kemudian melarikan ditl, as
sebab yang Tain tidak lagi berada dilnd

sid, sehmgga orang tidak mcngenalny
PERPU No." 15 Tahun 1962 memben%c,a
pﬂnafsuan resmi, yaitu orang yang
dlkenal termasuk orang yang dik
namanya akan ietapx tldak dlketahm i
ringgalinya’. Tentang unsur
waban p}dana Fang, mehputa kemamp
bertanggung]awab dan tak adanya'
pemaaf *orang yang tldak dxkenal o
tak ada masalahnya, hanya masaiah sen;

undang yang men_]ach soal. I{atau dan ki
sangan saksi-saksi dapat dzsnnpaiic
fiya, maka tzdak men}ad; soal, Mamadl m
lah ialah bilamana fak ada sakst Bazaim
kah hakim dapat membul«.tzkan ad:mya ke-
salahan terdakwa sedangkan orangnya tidak
pemah dikenat atau/ixdak pernaia chperlksa )
Yang  dimaksud’ dengan kesalahan, iaiah
31Lap batin dolus dan culpa lata yang pada
umimnya, dtcaniumkan di daiam ketentu
hukum  pidana secara explicite, seiamgw :
harug dibuktikan adanya.

' ”Oraag yang tidalk dikenal orang” g-
kin mehputl ‘orang vang tidak iertangkap b
termasuk “orang yang melarikan diri ke
neged”. A Hamzah, SH (19773501 meny.
rankan supaye Penuntut Umum berhati-
dalam» mengajukan perkara delik -ckonomi
vang pembuainya Tiidak dikenal’ ex-pasal
16 ‘UUTPE -jo PERPU Mo, 15 Tahun 1962;
kazenz bilamana perkara ite sudzh diputus
cleh:Hakin - dan mempunyel kekuatan hu-
kuni yang tetap, lalu "orang yang tak dike-
nal™ u tiba-tiba muncul atau tertangkap;
maka berdagarkan asas Ne Bis In ldem tidak
dapat lagi. diadili kembali. Patut di_kemukaxn
kan, behwa “orang yang tak dikenal orang?
bilamana diadill in abseptia ateu judgement
by defaisit tak dapai dikenakan pzdana ba-
dan, sana hainya dengan "Qrang sudah,
mnggal dumia” Kamungl«.man besar fa ciapat
dxgunakan oleh. pembuat delik ekongmi
vang. licik, yaifu melarikan digi dahulu I\e
luar neges, lalu setelah perkaranys dzadl!x
in.absentia, lalu ia mus:cui kembali dangan
senjata "MNe Bis In Idem”

4. ACCESSORIES DAN ABETTORS AF-
TER THE FACY, SERTA PEMBUAT
'DALAM HUBUNGAN LAIN DAN PER-

TANGGUNGIAWABAN PIDANA,




Hukum dan Pemmbin,

al’ Benm}‘ébe.niuk: demikiari Vsekall pun

e Menurut isistem i Hukum: PidanaIndone-
giassape vangsdisebut - di Inggers, Amerika
Serikat:dan Australia melakukan ‘delik lain,
misalnya penadahan (pasal 480 KU GHE),
menjadikan. kebiaggan membeli dll “benda
vang dipereleh karena kKejahatan {481 K. Ui
U H.P), penadahan ringan (pasal 482 K11
WAHLP:)dengan sengais melepaskan atau
menolong: orang. yang telah du"mht p1dana
(pasalZZSKUUHP) :

Dehk delik berkesmambungan (voo;t-
éehcten) ialah delik "yang mempu-
nyal ciri, bahwa zceadaan yang tetlaxang ber-
' bungan terus. Misalaya menahan se-
s;eo:ang secars melawan hukum ‘termasik
aﬁmpemi ‘delict (deli¥ seiesai}, 1etap& mene-
ms‘kan penah:man orang itu adalah voort
duren ‘delict (delik berkcsmambunga.n} me-
aurut pasal 333 K.UUIL P, Pasal 261 KU
UH.P. juga mengandung vooridurend de-
Hiet: menva&,akan bohan-bahan atay, perka-
kas. yaﬂg dziﬂctahumya dxgunakan untuk me-
iaicuxaﬂ pemm;m atau pamazsuan materai
wane dikeluystkan nloh Pemerinish stau pun

ml 1eb1h cialuzlu pcr}u JLl“a dljelaska
tang parbeéaaﬂ antmm vooridurend de
dan gewoonte- -delict (delik kebx&saan) Pada
dalik kz_b:asaan d1perlukm unsur Kebi
sedangkan pada voortdurend delict tidak,
vaitu undang-undang. menuntut difakukan-
nya. .perbuatan . terfarang behem;)a kah
MISEI'.HYu. pasal 481 E. UUH 1 membu
kebiasaan - dengan sengaja - membcia, menu;
karkan, menerima gadzu menyimpan atau
menyembunyikan benda vang diperoleh ka-
rena kejahdtan (J E. Jonkess,: 1946:35, 26,
111,136}, . : e

Apa yeng dlscbut gewoonte (kebiasaan)
delicien mensyaratkan kejamakan (plurali-
tas) perbuatan-perbuatin’ yany  titek “saja
setura’ kebetulan “berurutan, fetapi-saling
terhubingan tertentu, baik ying menyang-
kut sifai perbuatan-perblatan itu-{obyek-
tif), mau pup tentang penujuzn psychiseh
peinbuat (subyekiif), d.k.1. sengaja pembuat
dan ‘perbuatan-perbuatan’ jamak “itu saling
berhubungan; sehingga perbuatan- p“rbuatan
i aapat dlpd;dar;u sebagai kebiagaan. . 7F

Putusan Penrradzlan Ekenoml Banda
Aceh tanggal & April 1971 No. 7/1971. Ek.
menyatakan _bersalah texdaicwa-tezcia
yang. dmpadanya dztemukan membawa .82
Jumlah barang- ‘tmmmr ex impo:r (ex Smga—
pura), kazéna dn_ngga;) serbukti melangﬂar
pacai 263: RO}O 1115, Dar. Mo. 7 tahun 1935,
Walau “pun_terdakwa-terdakwa mcny angkai
teiah menyelundugzkan barang- b.mmg tarse~
but. Mereka VINUMILY 2 mumbﬁnkm alasan,
bahwa barang-barang ifu ‘ada’ pada mﬂreka

© socama membelmya hemngsu: angsur dan

oxang—orang yvang tak dikena alnya lagi. (dlkrj"
tip dari Baharuddin Lopa:, 1980 297-298}
Ai;.&:m Penfradzlm Aalah’ bahwa sasu:u Dé-
naaiaman dan telah menjadi pangetahtaan
UM, penyelupdupan -penyelundupan . ti-
dak berdiri sendiri, mereka .adalah sabagax
alat . danpada otak-otak penyclundupm di
da:at yaitu orang-otang di darat membesi
modal kepada peayelundup, kemudian ba-
rang-barang selundupan itn ditampung kems:
bali'oleh pemberi modal, sedangkan penys-
h.mdtm hanya menerima upah atau komisi
sia dari cukonscukonz’’ Manurut Snha-




;dan enyetuiui puiusan hakim: yang ber -
sangkutan. Lebih dahulu harus diperiksa
151 p.asal 26!3 Rechienordonsantie tersebut
upakan aﬂepcnd dedict {delik
sungr ‘zelesa 1) atau voortdu:er;d

U pun gewel

Menurut A, Hamizh (}977 10{)) bahwa

pasai ’?61) RO mangandunw dua macam

memasu%ckan atau mengeiuarican barang-

7 varapg atan mencgba mLmasukkan aan

:men;,eiuari-can bmanlv tanpa mengingat

f'aturm peratumu dari Ordon

nardie bea dan reglemen: :ealemen yang

‘terlampzx padanya, dan . .

. 'ngangkat atay menyLnpan, ba::mﬂ-ba»
= 1ang bcrtcntanuun dengan be‘uen.ga pera-
: tuszn Iamnoan yang dztatapkazz olch Da-

sal, 3 ayat 2RO,

o Menurut hcmat saya dcbk {hsebut per-
tama-jelas adalah zflopend delict, karena
derzan-mencobs memasukkan vatan -mena-
sukkan: delik ‘i telah selesai. Di dalam po-
nis halim tersebut di atas, ‘ditemukan per-
kataan “membaws sgjumizh barang, . . di
‘dalam peredaran bebas”,:d L delik penye-
lundupan telah.lama- selesai barulah ‘para
terdakwa kedapatan Tmembawa barang asal
selundupan™ Dinyatakan oleh Sdi. Baha-
sruddin-Lope bahwa: pare terdakwa dijatuhi
hukuvman Dberdasarkan penyvertaannya, yang
menugnt hemat saya tidaklzh terbukd, ka-
rena para . terdakwa hanya dinyatakan 7di-
temuian membawa”™ . dalam peredaran be-
‘bas, jadi para terdakwa.tidak terbukii furut
serta (medeplegen) ex pasal 55 (1) le K.U.
UH.P. Juga tidak ayate dari kutipan Bah-
ruddin Lopa, bahwa para. terdakwa benas-
benar .terbukii sebagai uvitlekkers (pengge-
ek} ex - pasal 55 (1) 2e K.UUHP, vang
mensyaratkan bahwa pase ierdekwa harus
menggunakan salah satu caza yang disebut
.secara Hmitatif: pemberian, perjanjian, salah
memakai . kekuasaan, atau pengaruh, keke-
rasin; ancaman atau tipu -daya ataw dengan
memberi kesempatan, daya upaya atau-ke-
terangan. Alassn -hakim  yang -meayebui
»vengalaman dan pengetziuan umum” me-

mangtah benar, ‘nemun tidek nyata dibukii-
kan cleh hakim, bahwa para pembawa ba-

sang-barang ex -selundupan itu benar-benar
adalah cokong-cukong. vang telzh mengge-
akkan. penvelundupnzn, -Juga tidak - jelas

peneghmk} e pas.:.l 55. (1} 2e K.UUHP

.pasai 3. avat 2 RO mstu w;iayar‘s te

"z.eor.ano terdakwa yonp dasipadanys

dugaan juga bzhwa Dbarang-barang itu"._%}_g
rangkali telah b“ruiana kali pmdah tane

di luar wﬂa}ah pabean yang ditunjuk

) Dahun kutipan vor;ms ‘iiéak tex
bahwa, pasal 3 4yat RO .oleh Pengaé an
dlkdltkdn dengan pasal 26b RO, ssh
~kalay memmg éemtkzan hainya

kan pe,rbuman para terdakwa hanya
bawa”, d.k.l. para peserta mel.ai(ukan per
buatan “membawa” setelah delik 3&16‘5&!.
Am:iw kata di. Indonesia. dikensh bexztuk
accessory. alter the fact, maka mezeka dapat
dijatubi pzdana bila texbukta, kesaiahaﬂnya
pula. Di Indonesia, para jerdakwa jikalau
dapat dibukiikan kesalahannya, antarz Jain
itikad buruknyz, mereka me].ai(uka i
baru nenadahan biaga atau ppﬂada‘mn kebi-
asaan. Bllmaua mereka dapat mam’ﬁusctakan
iitkad ‘baiknys, antura lain tidak dapat mcn—
_duga bahwa barang tersebut bera..al dan ke—
5:_J.hatan maka mezelﬁi tidak dapat d; 53 .

© Kasus kedua yang dlkutip oleh Ba.hamd—
din Lopa (1980: 300 ialnh putu&aﬁ ?enga
dilan EXonomi Banda Aceh ta;zgga!_
tus 1971 No. ”2;’1971 Fk., yang, ___’;panda—
pat, bahwa meskipun kasus g:ezkam ierge-
bui sania separti kasus periama, tetapi d;sa~
babkan sebagian terdakwa*terdakwa hanya
membeli barang- baranf’ dari omﬂg Eam (mes
kipun temyata barang»baranv itu aﬁalaj; g
sil pax‘syelnndupan) dan oleh karena iu ti-
dak berianggungjawab ‘atas giafug ‘i}m‘ang—
bamnc* bukii vang disita dmpadanya.

barang-barang dalam peredaran bebas. da-
tuhi pidana karena terbukil tzdaifr. membayar
bea-bea masuk. Pengadilan Tingsi Ekonomi
Banda Aceh dalam tingkat banding, mengu-
bah puiusan Pengadfian Ekenomd Mo, 23/
1971 Bk, dengan memuiuskss mefampas
barang-barang bukti vang oleh-Pengadilen
Fkonomi tidak dinyatakan dirampas, Alssen
Pengadilan Tingsi Ekonomi in caey, Jalab
bahwa meskipun barang-d g bl




H..e kum dan Pembangun

% boleh dxbandmg oléh Pe-
Yang mengganzgu pikitan
tanyaan: ‘apa” sebab barang-
cgert’ begitu mudah ‘masuk
'npéx'm'emba'y.tr bea, éedéing~

adﬂkah kalau pemheli yang
barane 1tu blkan asal keja-

_scda..gkan orang biasa pcm
- imrus ;nemakui dusanya

iakui di selurubi ‘dunia: Keine
chuld (bdk dg. Melkarrest
ebruari 1916, NJ 1916, b 681

uduh mclakukan pelanggar
7 ahWa i tidak mcmpunym ke-

: K'trany.z dxmaklum: bahwa asas legalitas
:y.mg beriaku di hampir seluruh negara-nega-
. ravidicodundadfkecuali Inggeris, Australia,
_'--__Ne'%i_._a";e.slnnd dan Denmark), mensyaratkan,
chahwa ‘pemturzn.chukum pidina harus di-
muskan jc!ew':. schingga orang mengetahuij
apa:ydng dilarang atau diperintahkan-olkeh

: ::yang sukar dtpdhazm bczsxfai kabur, ying
3 f--menu:at hunat saya txdak sesum ‘dene

:]a ya.rz pa]mg rmgan senga_]a 1nsyaf ak

mnnpm dalam keialaian”, desmikian. taaya
Mr. karnl (1956:36)7 Saya kira korrstrul\m
dezmk;an merupakan contmdlctxo m

kemungkinan (dolus evemualls), sedangk.m;:.: '
ketalajan bukzmlah ciri perbuazan memimpin -

(maat ‘awalan me yang menﬂanduno unsuy -

senoa_]a) Selain dari itu, sava belum pernah

mendengar ada “pemimpin dalais kelalaian™: '_
yang .dijatuhi ‘pidana ekonomi di-indone- -

sia, jadi merupakan paper rule.-Barangkali.

yang -dimaksud ialah -pimpinan perusahaan ©-

yang melakukan -delik culpa berupa pelang-

garan (ovextredmg ex pasai 2 ayat 3 UUT--.
BED . 0 : X

~Apakah vang dimakqudkan dengan

"orang bertindak-dalam hubungan lain-fain >
Kalau diartikan luas. maka orang vang tidak -
bertindak dalam hubungan keria densan
-badan : hukum pun -dapat’menyeret shadan
hukuin. dan- korporas1 mastk Janne hukum

pidana, i :

Australia, Inrz«ens dan ‘Amerika Senkat
negara-negara yang paling maju dalam pe-
midanaan “korporasi,” tidak mengenal  apa
yang disebut. “hubungan lain-izin”. :
‘Balam huburigan ini L.B. Curzén (1973:
58) mengemukakan sebagai-berikut -
The general rule today is that z corporation
may be responsible for offences conumnitted
by -its agents ‘or servani in -the course:of
carrying ‘on-the affairs of the ‘corposation.
o Fadi cdibatasi cpads agen, wakidl, kuasa
atau pegawai korporasi yang melakukan ke-
jahatan dalam pelaksanaan unrusan kor-
portasi. :
Menurut henmt saya pembuat undang-
undang Indonesiz:salah menterjemahkan pa-
sal 13 1id 2 Wet Feonomische Delicten, yan¢T
berbunyi sebagai berikut ; :
Een‘cconomisch delict wordt onder meer
begaan door of vanwege een rechispersoon,
een vennootschap, cen verenieing. van per-




: andere hoofde handelen in de sféer vanide
rechispersoon, -

gezamenhjk de’ eIementen (lees :

Bemmelen, 1971 244)

“uit andershoofde hand_eten dn-de sfeer van:
e rechispersoon .’ AL-Fadi orang yvang:

bersengkutan’ hams bertmdak -dalam hu-._;__._._-

bungan kezja atau cialam suasana badan

: hukzzm 1tu,.sehm<vga dapat:. menyerct Bass. i
dan “hukum dtu’ dalam jangkanan hukum -
pidana ekonomi,. Pembuat delik vanganeru-: ¢

pakan korporasi itu oleh Roling (1L.M. van
Bemmelen, -
tioneel daderschap, oleh karena korporasi
dalam -dunia .modernanempunyai peranan

mempynyai banyak. funksi ;

danlain-lain.

5. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban
UnsuE-unsur

pidana meliputi

{baca:
Pemidanaan.

ajaran dan feori Hukum Pidana, maka se-
baiknya' barang i mati yaig diperoleh ka-
rena ‘kejahatan dalam -arti Wuas harus disele-
saitkan menurut Hukuem Perdata atau Hu-
Kum Administrasi ‘atau pun Hukum Acara
deana Pemidanaan apa yang dlsebut
"orang “yang “tidak “‘dikenal ‘arang”, yang
distur di dalam UUTPE, sama dengan pe-

midanaan orang sudah mefiinggal ‘dunia, pa-

da hakekatnya mexupakan sesuatu hal yang
bertentangan ‘dengan’ ajaran pertafiggungia-
wab, terutama unsur kesengajaan atan kela-
laian "orang yang''tidak  perndh “diproses-

verbal” 7 Kesalahan “orang yang tak di-

kenal™ mungkin-dapat disimpulkas’ dazi
keterangan saksi-saksi danfstav fakia vang
terbukii ‘di persidangan. - Untuk” memecah-

kan masalah “tersebut ‘baranglkali perly’ dited
rapkan di bidang Hukum Pidana Ekonomi

ienis pertanpgennelawaban vane dikenal di

"-?neﬁa;a-neeam Anvlo Saxon dan Anglo Ams
. de- vemmotschap, de’vere-

. nmng :of “het, dueivcr_mcgen -ongeacht .of
! nerieder afzonderhjk et econg-
rnische delici'hebben bezaan dan wel bijhen*
bestand-
delén) vandat delict aanwezw Zin (. Mivan "

..A.,‘,Y‘mg perlu dlpe;hmkan 1alah kahmat. _",pl dzuw"'orang_lam dalam ra_' kzi hubungan

"_SI—E bahvm yem:danaan'i{erpezasx_(beniasar—
kan vmanous habﬂliy) belum waktunya di--
“atur di dalam KU.UH Pidana nasmnai

1971:245) dimasukkan -fine- . .Va“g akan datang.

- kemampuan | bertanggungia-.
wab; *kesalahan dalam actf Inas (sengaja'dan
kelalaian), dan tak adanya ‘alasan pemaaf. -
Iz-harus dibedakan dari-perbuatan piddna:
‘delik). Keduanya‘merupakan: Syazati
Pertanggungjawaban “piddna.- -
terhadap’ orang ‘mati ‘tidak’ sesuai ‘dengen

rican, yaitu sisict Hability terhadap ke_gahat-'i" i
an atau p_elgng arati yang ditetapken dangan
undinz-upding ‘: [maka: prohibitay, ketenin

“an mana tidzk mensyaratkan udmya Biens
Rea (sikap batm), yaxtu sengaja" dan “cuT;)a:

3 V1car1ous ha’mlzty, yaItu pertanggunga—
waban ‘Ruknm. seseorang terhadap_perbugmn

-~ ACCESSOYies aftcr the fact tzdak (ilkeia'ﬂ

© oleh:sistem Hukum. Pidana Indonesia, oleh
penting: .dalam: kehidupan, ekonomi-vang. ..
pemberi:kerja, .- ¢
produsen, psaentu hazga pamakax devma

karena:mana orang vang melakukan peﬁ)u_-
atan - fercela-sesudah: delik’ selesal fak dapat
ipidana- karena - dipersalahkan: melakukan

«delik yang'segesa selesai {aflopend ‘delict)

seperthi--delik - vang ‘disebut. olehipasal 26b
RO, Orang - fersebut- hanya; dapat. 'di;:idan'a
berdasarkan penadahan mem.mt pasal 48@

“atau 481 K. UG Pidana.:

7% Tethadap * omng ‘nelakukan’ kejahatan
datam ‘ hubuhgan lain™ deng:m korporaﬂ,
periu” dibatasi “sehingga “hanyz“orang yang

“melakukan’ kejakatan ekoromi “dalam hu-

bungan funksionat- deﬂg:m korpazasa vang
dapat melibatkas’ korpomsx dalam kejahatan

'yang dibuat prang iiu {in the “course of
: c:myma on the affau's of the corporatlon)

tungkin ketentuzn yeng - beraku di
Republik Federasi Jerman dapat dijadikan
paéoman dalam pcmbafuzm ketentuan ten—
mana. élk&mukakan oleh Dr._ Peter Riess
(D:e Hauptverhandlung in Abwesenhext des
Angeklagten (1978 214), mta:a iam sebagm

berikut : : ;
CIt s inva;ihbly inédmissib}e “to conduct
' the trial in the absence of ‘the acciged who

are out of reach (becousa they are fugmve

“ox "obroad and ‘cannot therefor appsar be-

fore the couri). Where'the accused is within

“reach, the principle likewise appliss that in

case '0f his absence ‘the trial cannoi take
place.” However there “ave "a - mamher of
awpantians tothis nencinle, ¢



18, o . Hulcum dan Pernbangunan.

DAFTAR--:KEPUSTA}(AAN

Andi, Zamai A.Endm i’ar:d Masm perlukah Asas Nuﬂum Cnmen Sme Lege dlpe:tahan—
an. d1 Indonesm, Majalah Umversuas Hasanuddm Me. § Ih H, Jasuari - Februari

IoE

: -Actus Nor; Fams Reum N:s: Mens Sxt Rea, Buku Permgatan D;es Natahs ke X1 I akul*
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